PERATIURAN PEMERINTAH No.l45 TAWUN 1952,
) / tentang
PEN JERAHAN SEBAGIAN DARI URUBAN PEMERINTAH PUSAT DALAM
LAPANGAN SOSTAL XKEPADA PROPINSI.

\ PRESIDEN REPUBLIK TNDONESTAL

animbanggjz behwe menglinget kemungkinan dalam hul peleksanaan penjerahan
sebegian darl tugas Pemeriniah Puaat mengenal urusan Sosial-
kepada Pemerintah Dgerah, penjerahan itu perlu dilakukan ber
angsursang sur sebagai digtur dalam Peraturan Femerintah ini;

Mengingat . 3 1. pasal 98 dard Undang-Undeng Desar Sementara dan Undang-Un
dang No.22 tahun 1948 Republik Indonesia (Jogjlakarta) ;

2. Undang=~Undang Pembontukan Propinsi-Propinsi No.2 Jo.No,18
Noa.3.Jo No, 19,Jo.10 dan 11, tabun 1950 dan Peratursn-Pera-
turan Pemerintask Pengganti Undeng-Undang No.3,No.l den No
5 tahun 1950 ;

3. Keputusan Dewan Menteri dalam r apatnja ke-26,tanggal 10 -
Agustus 1951 ;

MEMUTUSEAN 3

Menetapkar 3
PERATURAN  TENTANG. PEN JERAHAN SEBAGIAN DARI TRUSAN PEMERINTAH
PUSAT DALAM LAPANGAN SOSIAL KEPAD) ‘PROPINSI,
B _A1B. I.
EETENTUAN TIMUM,
Pasal 1.

¢ Jang dimsksud dengan "Propinsi" dalem peraturan ini izlah

Propingi Djawas Timur,

Propinsi Djawa Tengah,

Propinsi Djawa Barat, "
Propinsi 3umetera Selatan,

Propingi Sumatera Tengash,

Propinsi Sumatera Utara dan

Daerah Istimews Jogjakarta.

B:A B Ils
“ TENTANG HAL URUSAN SO0SIALe
Pagal 2%

(1) Selema Kabupsten/Kota Besar belum menjelenggersken tuges atau sebagi
an tugas dalam urugan sosisl, make kepads Propinsi diserahkan dengan =
bak otonomi hak mengasdakan usshs-usghs untuk ;

ae memberikan pertolongan kepada orang-orenp fakir-migkin,
be menjelenggareken pemcliharsen anak-gns2ly Jjatimeplatu,
ce memberiken pertolonger kepade orapr-crang terlantar.

(2) Dengan “pertolongan™ dimaksudkan sesus djemnls bantuan,balk moril mau
pun materil, Jang disershksn kepacs Jeng clbaatu dengan tlidak memendeng
apakah mereka egda diluar aftev dldalaw gsrama.

(3) Dengam "pemeliha rasn” dimekeudken bentuar jeng diberikan denpan me~
njediskan asreme kepade orang-orens Jsngz diberl bemtusn,dengzan men jeds
dlgkar segala kspe rlusn hidupnis. '

Pa-sal 3.

Dewan Pemerinteh Deersh Prcpinei,dengen mengingat peraturan-peratu-
ren dan pe*undjuk—petund*uk Jang &iberiian oleh Menteri Sosial,melaksana-
kan dan mengawsesi p:njelenggaraar perdidikan bagi orang-orang termaksud -
dalam pasal 2.

Pasal L.

Dewan Pemerinsteh Daerch Propirsi,dengen menginget persturan-peratu
ren dan petundiuk-petundjuk Jang diterlkan oleh Menterl Scsigl,melaksana=
ken dsu mengawasl penjelengpgarasan ;
ay pendidikan sosisal,
be penjuluhen sosisl,

Ce Organ¢ﬂaul-blbauidau¢ dilapangan gosial,

de bentuan Jjang mengensl pemondoker anek-snak sekclab bekas rewatean sosial,
e. usaha perbaikan ansk-anek nakel,

fe pemberantasan keburukan scslal,
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.~ Pe-gal I B§

Dewan Pemerintah Da erah Propinsi dengan mengingat peraturan-pera-
turan dam petundjuk-petundjuk jang diberikam oleh Menteri Sosial,ma--
laksanaken dan mengawasl pemberiam pertolongan kepada ¢

8. korbam-korban perdjuangan,

be korban-korban kekat jauan,

8. korban-korban bent jana alam,

d. korban-korban karena sebab-sebab lainnje.

Pasal 6.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, dengsan mengingat peraturan-persa-
turan dan petundjuk-petundjuk jJang diberikan oleh Menteri Sosial,mem-
bantu Pemerintah Pusat delam menjelenggarakan; hal-hal jeng msih te=
tap dipegang oleh Pemerintah Pusat seperti tersebut dibawah

8. pemeliharsan snak-snek dan orang-orang ilat serta penderita tja
tjad (invaliden),

be pemberantssan perdagangan perempuan dan anek-anak,pemnerbltan tja
bul dan pelat juranm,

Cce urusen-urusan mengenai pemulihan deradjet hidup (rehabilitasi)-
bekas hukuman,

do kesedjehteraan pekerdja.

Pasal Te

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memberiken segala bantuan jamg di
minta oleh Menteri Sosial guna kepemtingan usaha-usaha dilapangan so-
sial.

4D 11X,
TENTANG HAL BRUSAN (DJAWATAN)SOSIALPROPINSI,

Pa-sal QZ

Untuk menjelenggarakan urusan-urusan sosial jang mendiadi tugas ke
wadJiban,maka Propinsi membentuk "Urusan (Djawatan)Sosial)Propinsi™dan
penjusunan Urusan (Djawaten) tersebut untuk pertama kalinja dilakukan-
menurut petundjuk-petundjuk dari Menteri Sosial.

B AB IV,
TENTANG HAL PEGAWAI.
Pasal 9,

(1) Untuk menjelenggarakan kewadjiban Propinsi dalem urusan sosial,de
ngan keputusan Menteri Sosial kepada Propinsi ;

ae dlserashkan pegawai-pegawal negeri untuk dlangkst mendjadi pega
wai Propinsi,

be diperbantukan pegawal-pegawal negeri untuk diperkerdjekan pada
Propinmsi,

(2) Pemindghan pegawai-pegawal negeri jang diperbantukan kepada Propir
g1 dari satu Propinsi ke Propinsi laeim ateu ke Instansi laln dslam
lingkungen Kementerian Sosgisl diputuskarn oleh Menteri Sosieal,sete-
leh didengar pertimbangan dari DewanPemerimtah Da-erah Propimsi --
jang bersangkutan. '

(3) Femindahgn pare pegewal negeri jang aliperbantukern kepada Propimsi
dalam lingkungén daerah Propinsi diselenggarakan oleh Dewan Peme-
rintahh Daerah Propinsi d engan persetudjuan Menteri Sosisl,atau inm
stansi jang dtundjuk olehnja.

B AB Ve
TENTANG HAL KEUANGAN,
Pasal 10,

Untuk menjelenggarakan urusam-urugssf sosial d alem Propingi ba=
gl t ahun dinas waktu penjerahan, kepada Propimnsi diserahkan uang sedjum=
lah jang akan disétapkan oleh Memteri Spsial, sekedar penjelenggarsan
urusan-urusan tersebut diberatkan psda anggaran belandja Kementerian-
Sosial.



Lembar ke= 3 -
Pasal 11.

(1) Segala banguman-bangunan, tansh-tenah atau lapangan-lapangan
jeng dikuasal oleh Kementeriam Sosial, jang pada waktu mulai
berlakun ja peraturgn inl digumakan untuk urusan sosial Jang-
mendjadi urusan Propinsi, diserahkan pada Propinsi untuk di-
pakal dan diurus guma kepentingan urusan-urusan tersebut.

(2) Alat-alat dam perkakas-perkakas kepunjaan Kementerian Sosial
jang pada waktu mulai berlakunja ¥eraturan ini digunakan un-
tuk urusan termeksud dalam ajat (1),diserahkam kepada Propin
si untuk mendjedi milikn ja.

2 4 B Wi
TENTANG PENJERAHAN KEP ADA DAERAH OTONOOM BAWAHAN.
Pﬂ—lﬂl 12.

(1) Pemerintah Daerah Propinsi menjerahkan lebih landjut kepada=
Pemerintah Daerah Otonocom bawwhan untuk diupus demngen hak o=
tonomi sebagian atau seluruhnja usaha-usaha tersebut dalam =
pasal 2 dengan memperh&ztikan petundjuk-petundjuk jang dibéri
kan oleh Menteri Sosial den setelah mendengar pertimbangan =
pertimbangan Pemerintah Daerah otonoom tersebut jang bersang
kutane

(2) Peraturan~peraturan Daerah Proinsi untuk melaksanakan penje®
rahan hal<hal tersebut pada ajat (1) tidak berlaku sebelum =
mendapat persetudjuan darl Menteri Soasisl dan Menteri Dalam-
Negeri,

(3) Peraturan~peraturan Daersh Propinsi untuk melsksanaksn penje
rahen hal-hel terssbut pada ajat (1) djuge harus memuat ke =
tentuan-ketentuan tentang hal-hal jang dalam Peraturamn Peme-
rintah diubus dalam pasal-pasal 7,0,9,10,11 dam 13.

Pasal 13

Pemerintah Dasrah Propinsi setelah mendengar pertimbaag
ngan Pemerintah Daerah otonoom bawahan Jang bersangkutan dan se=
telah disetudjul oleh Memteri Sosial serta Memnteri Dalam Negeri,
dapat menjerahkan kepada Femerintah Daerah Otomoom bawaham terse
but, sebaghiém dari hal-hal mengenal urusan sosial jang termasuk-
dalem urusan rumah tamgga Propimsi. '

Pasal 1L,

Tugas kewad]ibam dalem lapangan sosial jang diserahkan oleh-
Pemerintah Pussat kepada Propinsi sebagal tersebut pada pasal=pa
sal 3,4,5, dan 6 sebaglan atau seluruhnja dapat disersnkasn lagi-
kepads daergh~deserah dibawshnj]a demgamn putusan Menteri Sosial.

BAB __ VIIL,

TENTANG PENGAWASAN DAN PERSELISIHAN
Pasal 151

(1) Selsma urusan sosial tersebut delam Bab II dilsksanskan oleh
Propinsi, maka pengawasan soslel-technis'terhadsp penjeleng-
garaa-n peraturam=peraturan jang dladskan berhubuag dengan u
rusan dan tugas kewadjlban termaksud dalem Peraturan Pemerinm
teh imi, didjalankan oleh Ment~ri Sogial atau imstansi jang-
ditund juknja.

(2) Petundjuk-petundjuk berhubung dengan rTengawasan tpsebut dibe
rikan kepada Dewan Pemerintah Daerah fropilsi.

zgfsal 16.

Bila timbul perselisihan perihal pen Jelenggarasn urusan ants
ra Pemerinteh Propinsi dan instansi darli Kementeriam Sosial di -
Propimnsi,maka hal itu diselesalkan oleh Menterl Soslal setelah -
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Lembar ke - L,

Hel-hal jang belum ditetapkar dalam peraturan ini diatur oleh
Menteri Sosial.

Pasal 18,

Peraturan Pemerintah inl dinamgkan "Peraturam penjershar uru-
san sosial kepada Propinsi®

Pa-sal 19,
Peraturan Pemerirtah ipi mulal berlaku pade hari diundangken.

Agar setiesp orang depat mengetahuinja, memerintahkan peagun=
dangan Peratursn Pemerinteh ini demgen pemempatan dslem Lembaran
Negara Republik Indomesisa,

Ditetapkan di Djakarta.

Pﬁda tanggal 13 Oktober 1952,

PRESIDEN REPURLIK INDONESIA,
1 dot.O.

( SOEKARNO )

MENTERI DALAM NEGERI,
debteOe
( MOH, ROEM )

MANTERI SOSTIAL,
d.t -00
( ANWAR TJOKROAMINOTO ).

Diurdangksn @
pada tamggal 15 Oktober 1952.

MENTERI KEHAKIMAN
a,t,t,

(LOEKMAN WIRIADINATA)«
Lembaran Negara No,73 tahun 1952.

Disalin sesuail dari eslinja,

BIRO III/HUKUM dan Per-Undang
Undangan KtroGub./KDH Prop.Daista.




PENDJELASAN.
PERATURAN PEMERINTAH Noe 45 TAHUN 1952.
tentang

PELAKSANAAN PiNJERAHAN SEZBAGIAN DARI PADA URUSAN PEMERINTAH
PUSAT DALAM LAPANGAN SOSIAL KEPADA PROPINSI.

PENDDELASAN UMUM,.

Maksud Peraturan Pemerintah inl ialah untuk melesksanakean penje-
rehan urusan Pemerintah Pusat dalem lapangen soslal kepada daerahe
daersh otonoom bawahan, Luasnja tugas termeksud diatas itu sudah
ditentukau didalam Undang-Undang Pembentukan dari pada daerah-da
erah otoncom jang bersangkutan,

Aksn tetapi terbukti, bahwa ada faktor-faktor jang menjebabi
kan pelgksanaan penjerahen itu tidek depat didjJalankan s esual de
ngen spa jang sudgh ditemtuken didelam Undang-undeng Pembentukan
daersh-daerah otonpom termaksud, Maka dari itu Pemerintah bermak
sud menjelenggarskan penjerahsn itu dengan t jera berangsur-sngsur
sebagaimana diatur delam Perpturan Pemerinteh ini.

Sudah djelas kiranja, bahwa Propimsi-Propinsi itu disershi me
njelenggarakan tuges d alam lgpangan sosial selama urusen s osial-
sepertli termaksud daleam lamBiran A Undang-undang Pembentukan Ka=
bupaten/Kota-Besar di Djawe belum diselenggarakam oleh da-ergh -
daerah otoncoom jang bersangkutan.

Djuga bagi Propimsi-Propinsi di Sumatera tugas dideslam lafa=
ngan itu dimeksudkan untuk dlselemggarakan seampal ada peraturan
jarg menetapkan, bghwa urusan-ubusan itu dialihkamn kepada daerah
daerah otonoom bawahan.

Pend Jelasen ini selandjutnja akan ditegaskan didalam pendje=
lasan chusus mengenail pasel 12.

Sebagzal skibat dari pade d Jalan plkiran temmgksud distas due
dahlah djelas kiranja, bahwa pengawesan dam pimpinan, jang dalam
Peraturan Pemerinieh ir! masih a-da ditangan Pemerintah Pusat,ea=-
ken Béralih kepada ‘Propinsi; . bilemana tugas Jjang s ekarsng ditené
tukan untuk diselemggareikan oleh Propimnsl itu telah beralih kepa
da daerah otomnoom bawahan.

Tampakn ja telah djlas, bahwa penjerahan itu hanja mengenal =
begian dari pada wrusan-urusan jarg masih dipegang oleh Pemerin-
tah Pusa t.

Dimaksudkan untuk penjerahan selainnja urusan ltu berangsure
angunr meagingat fektor-faktor antara lain ;

8o keadaan perlengkapaa Pemerintah Daerah;
be 8ifgt dari pada urusen-urusgsgn termaksude.$

Pada umumnja dalam malaksanaken penjershan. urusan Pemerintah
Pusat kepada ¥*ropinsi depat dinjataksn pervedaan antara urusan-u
rusan Propinsi itu sebagai berikut ;

8« urusan jJang thermaluk urusan rumeh tangge Propimsi sendiri -
{Otonoomi); '

be urusan jang karena sifatnja merupaken a tau masih mendjadl u
rysan Pemerinteh Pusat ekan tetapl han ja pelaksanaannja di-
serahkan kepada Propinsi (medebewind);

¢o urusan jang semata-mata bersifat pertolongan t erhadap usaha
usaha dari Pemerintah Pusat, jang tiada menpakibatken suatu-
pen jerahan tamggung djawab.

Perbedaan inl pada umunnja dapat dilihat dalam susunan kata-
kata darl pasal-pasal jang bersangkutan.

Mengenai sifatnje urusan, maka pada umumnj]a pekerdjaam-peker
djaan mengenal pendidikan dan penjuluh sosial digerahkan dengan=
hak medebewind, Jang berarti, bghwa Pemerinhsh Pusat memberikan-
peraturan-peraturgn dan petundjuk-petundjuk mengenai urusan itu-
sedang Propinsi diserahi kewadjibamn untuk melakssnakan dan menga
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pendidiken dan pen Jeluhmm: sosial, sehingga diharaptan askan meng
hasilkan sdanja suatu perkembangan tamggung djawab sosisl dalam-
mas jarekat jang teratur. :

Demikian halnja dengen urussn pendidikan ansk-anak jatim-pia

tu dan fekir-miskim,meskipun urusan pemberian pertolongan pada ©

- froyip-mis remg=orsng/jangt erlantar diluar perumahan (lihat pemnjelasam)danm

[ /¢in, oreng? pemeliharaan ansk-anak jatim-piatu itu diserahken kepada Fropimn-
' 2 si dengan hak otomomi,

- Urusan-urusan jang mengenai: Organisasl dilapsngan sosial, -
' pertolongan perumsahan bagl orang-orang terlanter, bantuan Jang -

mengenal pemondolran anask-anak sekolah bekas rawatan sosiasl, usa-
. ha perbaikan anak-snak nakal dan pemberantasan kteburulan scslal-
' disershkan kepada Propinei dengan hak medebewind.

Sebagal ditergngkan diatas, maka pekerdJsan-pekerdjaan menge

nal pertolongam soslal,sebegian diserahkan dengan halt otonomi.3e

i baglan laln Jaknl pertolongan kepada korban-korban perdjosngan,ls

kelrat jauan,bent jana dlam dan karena lain-lain sebad diserahkan -
dengan hak medebewlnd,.

Adapun pen jolengraraan pendlidikan anak-ansk dan orang-orang-—
ilat serta pendérita tjatje t (imvaliden),pemberantasan perdaga=-
' ngan perempuan ddn anake-anak penerbitan tjsbul dan urusan-urusan
. mengenal pemulihan deradjat hidup (rehebilitasi) bekas hukuman -
| serta kesedjshteraan pekerdja, masih tetap dipegang Pemerintgh -
B 1 Pusat, olah karena keadaan pada waktu ini belum mungkin melaksam
nakan pen jerahan dalam hgl itu., Dalem lapen an pembrantasan pere
dagangan perempuan dan snak-ansk, peherbitan Ejebul dau pelat ju-
ran ban jak sekall persetudjuan-persetud juan incernasional, dian-
taranja conventie Perserikatan Dangsa-Bangsa jang harus diperha-
tikan,sehingga pen jerahan usaha-usaha ini kepada daerah-daserah =
otonom harus ditindjau daen dipertimbangkan dahulu dengan seksama
Selalin darl itu pemeliharsan ansk-asnsk dan orang ilat serta pen=
derita tjat jet meminta temaga achli dem keuangam jang pada dews-
sa ini tidek mungkin dapat dipikul oleh szatu daersh otomoom. Se-
dang urugsan-urusan menpgenal pemulihan deradjat hidup (rehabilita
8i) bekas hukumen dan kesedjahteraan pekerdjs semeniara masih te
tap dipegang olenh Femerintah Pusat ialeh untuk mendspatkan suatu
t Jorak usaha.

Depet ditjata t disini, behwa blaja-biaja untuk keperluan ue-
rusanZ rumsh ttnn%ga Propinsl (pasal 2’) dengen g endirinja harus 4

ditenggung oleh Propinsi. Pun untuk urusan-urusan jang dipasrahe-

ken de gan hak medebewind (passl 3, li dan 5) Propinsi menjediaken
biaje=biaja seperlunja, untuk pelaksa sannja demngan mengingat bl

aje jang ditetapkan untuk keperluan itu oleh Feme rintah Pusat, =~

Sedang urusen-urusar jeng meruakan usaha deri Pemerintah Pusat,-

Jang dimeksud dalam pasa © dan T dibisjaji oleh Kementerian sosi

al,

Adgpun sebagal diuraikan diatas urusan-urusan mans jang menu
rut gifgtnja pade umumnja dapat diserahkan kepada Propinsi,dalam
hubungen ini perlu ditegaskan bahwa dengamn pen jershan termaksud
termasuk (pula) urusan-urusan sosial jang menurut sifatnjas dilte-

Mgrd muéan/ mungkin harus digerahkan langsung kepadsa feme riptah Das--
rah Kabupaten (Kota-Besar d.s.b.) otonoom.

Teranglah kiranj)a, bshwa penjerahan termeksud inl adalah ber
glfat semeniiara, selams belum daspat ditetapkan urusan-urusan mawm
ne b=2:iug disershkan kepada Da erah-daerah otonocom dibawahannjg--
(periksalah pula pasal 12).

Pendjelasan pasal demi pasel.
Pasal 1, = TJukup djelas.=
Pasal 2.

aJat 14 (ad a dan b djelas.
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Perlu diterangken disini bedanjs sntara "memberikan pertolongan
Jarg dimaksud dalam sub @ den b dan "menjelenggarekan pemelihera
an" jang dimaksud dalsm sub b. Dengan "pertolongan" dimaksudken-
semua djenis bantuam, balk moril meupum materil, jeag diberikan-
kepada jang dibamtu dengen t idak memandang, epekeh mereka ada dai
luar atau didelam s sramae

Adapun "pemeliharaamn" islah bantuar jJang diberikan d engan memje
diaken asrame (tempat pensmpungan) kepade orang-orang Jang dibe-
ri bantuan, dengan menjediakan segela keperluan Hidupnja. Demgan
demlklen, meka orang-orang Jeng depat bantusn itu menerimas bantu
an Jang ditetapkan oleh pars penjelengpe ra, sedang Orang-orang-
Jang dapat pertolongam diluar asrema dapat menentuken sendiri be
gaimana pertolengan itu dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannja

maging=masing.

Ajat (2) den (3) tjukup d jelas.
Pasal 3.

Meskipun usaha-usaha terhadsp orangeorang jang tersebut dalam=
pasal 2 diserahakan mendjJadl hak otonomi daemeh, tetapli penjeleng
garaan usahs pendldikannja hanja dlseranken dengan hak medebewind
a ga r didapat sustu tjorak pendidikan jJjang sama.

anal _L{-_.
ad a dan b tjukup d jelas.
ad c Jang dimaksud dengan penjelengzaraan organlsasi-organlisasi

a=d

ad

ad

ad

i

!

Nk

dilapan; an sosial sdelah usaha-usaha kemasjarskatan umpama
njaj} perbaikan anak-anak nzkal didalam dess,kzmpung atau da
ergh~daersh lainnja.

d ketentuan ini bermsksud men;eadakan usshs untuk membantu ==
mendapatkan pemondoken ansk-snaok bekas rawatan sosiel,

e usaha perbaslkasn anak-snak nakal lelah segsle usahe jang di-
tundjukkan untuk mendidik ansk-anak, jJjeng karena keadsan ==
mend)adi gangsuvan msjarakatbt, egar mereka mendjadl warga nega
ra jang bergums. Usaba ini umpamanjas dilaksanaken dengan ke
panduan d&an lain-lain useha,

f jang dimaksud dengsn "keburukan sosial" disini dipakai da=-
lam pengertian keburukan kemakgiagtan jang terdapat dalem m
mas jarakat, umpamenje ! menarik hunge darl uang pindjaman-
terlalu tinggl (woeker) dan lain-lain.

g pertolongan tempat tinggal ini dimaksudkan s ebagal usaha =
untuk mendapetikan tempat tinggel Jang lajak, umpemar ja as-
rané-asrama atau rumgherumash ket jil untuk orang-prang, dl-
antaranjs mereka, jang walaupun mempunjal mata pent jaharian
tertentu, akan tetapi oleh kaeremna beberapa sebab terpaksa
tidur dibaweh pohon-pohon, djembatan-djembatan des.bes hal=
mana merendahkan deradjat manusis, warge negara darl suatu
negara Jang merdeka dan berdaulat.

Pasal 5.

a Jjapg dimaksud dengem "korban perdjoangan" adalash @

Y4 kelua;;ga korban perdjoangan kemerdkaan ;
2. Orang=orang iang memnderita sebagal akibat perdjoangan
- kemerdeksan (segele harta /habis terbakar dan sebageinjae

Termaguk dalam pengertisn Ini ad:lah djuga usahs pemutaran faas

(pemindahen) djenszeh korben ps rd josngan kemerdbkaan;

ad b jeang d imsksud dengen "korban kekatjauan" adalah korban-kor

ad

ban jeng disebabkam oleh aklbat gangguan-gangguan dari ge-
rombolan bersendjata sebagai mana terdjadi dibeberapa k=mm=:
puk da-erahe

¢ tjukup djelas dengan tjatatan, bahwa tidak termasuk dalem
hal ini "akibat dari berdjangkitnia webah pen jakit",



" Lembar ke- L.

Termasuk pula dalam ketemtuan ini pemulihan dari “‘r?. ne-
gara jang hidup terlantar diperentausn, djike tugas itu tldek -
termasuk dalam lingkungan Kementerian lain.

Umpaman ja bekes helho,romusha. Perlu ditjatat, bshwa bekas
kull kontrak tidsk termasuk dslam urusan ini,

Pasal 6.

ad a Jang dimaksud dencan anake-anak dan orang-prang ilat ada=-
lah orang-orang buta,tuli,gagu,lembek ingatam, lumpuh,

Jang dimaksud dengan "penderita tjletjat"™ adalzh mere
ka Jjeng kehilangen anpgota badann]a, balk karerma perdjoa
ngan maupun karena kelahiran atau ket jJilakeans

ad b tjukup djelas.

ad ¢ tentang pemulihan deradjat hidup (rehabilitaesi) depat di
terangkan,bahwa ban jak bekas hukuman Jang dipandang memer
luksm pertolongan soslal, baik mor&l wsupun materil, da=-
pat diberi bantuan sebagel usgha agar mereka dapat kemba
11 sebagri warga masjarakat jang balk.

ad d Jang dimesksud dengamn "usaha kesedjahterasn pekerdja" ada
lah usaha jang ditudjukan pada kehldupsa bturuh, terutama
buruh wenita, sepandjeng hal itu tidak termaczuk daslam --
lingkungan pekerdjaan Kementeriasn Perburuhsn atau lain -
lain instansl. Usaha ini meliputi mesaalsh-masasalah, ba-
gaimgnakah buruh itu mempergunsken waktu lepas kerdja,ba
gaimanskah perumehanrnja, bageimanakeh penghldupsnnja dan
sebagainja.

Pesgl 7 den 8
Tjukup djelas.

Paaﬂl 9

Diantara pepawai-pegawal Fegerl ede Jang diperbantukan ke=
pada Propinsi dan eda Jang disershken kepade Propimsi untuk di=-
angkat mendjadi pepawal Propinmsi.

Selain dari pada pegawai-pegawail jeng disebut dalem kallmat
dimaka ini perlu ditegaskan, bahwa sebagal skimt ‘dari pasal 12
maka berdassrkan pertimbangamn-pertimbangan praktis (periksalahf
Pene jelassn Umum™) untuk sementara waktu kepada Propinsl diper-
bantukan pula pegawale-pegawal Negeri jang pada waktu penjerahan
di-pekerd jakan pada kentor-kantor Sosial.Kabupaten (Kota Besar
de8.be), achirnja cdidjelaskan bahwa segala perobahan dalam kedu
tukan[gari pegawal-pegawel Negeri jeng diperbantukan ispade Pro-
pinsi sesuai dengan prinsip ajat (2) dan (3) diputuskan olch Men
terl Sosial.

Dalam hal penjerahan pegawal sebagaimena dimaksud dalam pa-
gal 9 ajat 1 sub g akan diperhetiken keinginan paré pegawal jang
bersangkutan, sepandjange dapat didjalankan dan tidak merugikan
kepentinpen dines menurut pendapet Memterl Sosial.

Pesal 10 den 11,
T Tjukup djelas.
Pasal 12.

Ssgela urusan sosiasl jang sebemarnja hsrus diurus dengal ===
hek otomomi oleh daerah-dseran otonoom sebawah tingket Propinsi,
dengan Peraturan Femerintah imi untuk sementara waktu diserahkan
kepada Propinsi, dengan maksud supala Propinsi lebih landjut me~
njerahken urusan itu kepade daersh=dasersh otonoom jang berkepemne
tingan,

Untuk mendjaga ager Pemerintah Daersh Propinsi, Jang dikua-
sakan umtuk melsksanalktan kewadjiban tersebut betul-betul mendja=-
lankaan ja, maka dalam hal penjershan landjutam itu, Pemerintah -
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Peraturan Pemerinteh ini memberl kegempatan kepada Pemerine
tah Daerah Propinsi untulk men jJerahkan sebaglian dari hal-hal ==
Jang termasuk dalam urugan rumsh tangge Propinsi sendiri kepada
Daersh-daerah otonocom bawahan.

Pasgl 1l.

Sebagalmana halnja den;ran urusan urusern gosiel jJjang sebenar
nja hamus diurus denran hak otonomi oleh daersh-daerah otonoom
bawehan tugas kewad]iban jeng diserahican dengan het medebewimnd-
kepadas Propinsl jamg tersebut pada pasal 6 menpandung pula tu=
gas kewadjiban Jang sepensrnja harus diselenggarakan oleh dae-
rah-daersh otonoom bawahan.

Pasgl 15 s/d 19.
T jukup dJelas.
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